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PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
OTORITAS VETERINER KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas

Veteriner, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Otoritas Veteriner Kota Probolinggo;

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
(Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang
Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas
Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6019);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan
Pangan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2016 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OTORITAS VETERINER KOTA

(1)

PROBOLINGGO.

Pasal 1
Otoritas Veteriner dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Bidang
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo yang bertanggung jawab
dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan,

kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan.



(2)

(1)

(2)

(3)

Otoritas Veteriner Kota Probolinggo dipimpin oleh seorang Pejabat Otoritas
Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dalam bentuk

Keputusan Walikota.

Pasal 2

Syarat pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner adalah sebagai berikut :

a. telah ditetapkan oleh Walikota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan

b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub
urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. merupakan Dokter Hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil di Bidang
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo; dan

b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2
(dua) tahun secara terus menerus atau tidak terus menerus.

Syarat pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner adalah sebagai berikut :

a. mutasi atau alih tugas jabatan dari Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Probolinggo; dan/atau

b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang jika yang bersangkutan :

1. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
2. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun
atau lebih.

Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b

angka 1 apabila yang bersangkutan :

a. mencapai batas usia pensiun; atau

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat 3

huruf b angka 1 apabila yang bersangkutan :

a. meninggal dunia;

b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau

c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



Pasal 3
Hal-hal yang menyangkut tugas, wewenang, dan fungsi Otoritas Veteriner dan
Pejabat Otoritas Veteriner dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Otoritas Veteriner beserta

ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Pebruari 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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TITIK WI YAWATI, SH, M.Hum
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